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BUPATIKETAPANG 

PERATURANBUPATIKETAPANG 
NOMOR 20 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ADAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHON ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012. 

Mengingat 
Direncanakan Oleh: 
Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi, 

HASA�ASRI, S.lp. 
Pcnata Muda Tk I NIP.197107141993031005 
Diperiksa Oleh : 
Kepala Bagian Keuangan, 

U 
Drs. MAR WANNOR,MM. 
Penata Tk I NIP.196608231994031008 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat TI di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kenangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahon 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

1 I. Undang-Undang Nomor 28 Tahon 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahon 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

M.Si. 
Pembina U a Madya 
NIP. 1953 201978031004 
Ditetapkan Oleh : 

upati Ketapan) 

Drs. H. 

Disempurnakan Kembali Oleh : 
Sekretaris Daerah, 

Disempurnakan Oleh : 
Asisten A inistrasi Umum, 

a" l epa1 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor ). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas : 
a. Pendapatan: 

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp64.845.105.143,44. 

2. Dana Perimbangan sebesar Rp991.158.444.369,00 

3. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp92.123.040.944, 74. 

Jumlah Pendapatan sebesar Rp1.148.126.590.457,18. 

b. Belaoja: 
1. Belanja Tidak Langsung: 

a) Belanja Pegawai sebesar Rp389.371.500.516,26. 

b) Belanja Bunga sebesar Rp25.332.693,22. 
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c) Belanja Hibah sebesar Rp15.190.817.654,00. 

d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.855.000.000,00. 

e) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp50.599.462.517,00. 

f) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp18.589.467.259,80. 
Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp479.631.580.640,28 

2. Belanja Langsung : 
a) Belanja Pegawai sebesar Rp79.804.917.85 l,00. 

b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp259.463.078.635,00 

c) Belanja Modal sebesar Rp306.153.323.289,00. 
Jumlah Belanja Langsung sebear Rp645.421.319.775,00. 

Jumlah Belanja sebesar Rp1.125.052.900.415,28. 

Surplus/(Defisit) sebesar Rp23.073.690.041,90. 

c. Pembiayaan : 
1. Penerimaan sebesar Rpl 15.114.334.381,13. 
2. Pengeluaran sebesar Rp9.430.991.000,00. 

Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp105.683.343.381,13. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp128.757.033.423,03. 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal S 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang. 

Diundangkan di ketapang 
pada tanggal 20 Agustus 2013 

»A·SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR .2.Gw 

Ditetapkan di Ketapang 
pada ggal 2o Agustus 2013 

ATI KETAPANG, 

/\ 
HENRIK.US 
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Pasal3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 20 Agustus 2013 

BUPATI KETAPANG, 
Diundangkan di ketapang 

pad a tanggal 20 Agustus 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

ttd 

ANDI DJAMIRUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 26 

ttd 

HENRIKUS 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daer! Kz Ketapang 

.MH 

NIP. 19 2000031001 


